KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERIN ULU

NOMOR : O /HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/1/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan
reformasi birokrasi di komisi pemilihan umum kabupaten OKU, maka
perlu menetapkan program kegiatan rencana aksi reformasi
birokrasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nomor 2020-
2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa dalam
rangka untuk memastikan program Reformasi Birokrasi serta
monitoring dan  evaluasi atas implementasinya, setiap
kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim
Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah
daerah:

C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Ogan komering Ulu tentang Penetapan rencana
aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birikrasi 2010-2025;

4. Peraturan Preseiden Nomor 2 Tahun 2015 Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 );




5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Tunjangan
Kinerja Pegawai dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
270 );

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi & Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi
Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1220);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2015-2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
9. Nomor 985);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum,Provinsi,dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 320 );

Memperhatikan :  Keputusan KPU Nomor 612 /ORT .04-KPT/05/KPU/XI1/2020 tentang
Road Map Reformasi dan Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun
2020 -2024
MEMUTUSKAN
Menetapkan - KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN

KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KESATU :  Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten oku Tahun 2022 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA - Penetapan kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tersebut
bertujuan antara lain:
1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten OKU;
2. Semua unsur berkewajiban bertanggung jawab untuk
melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan
bertanggungjawab;




KETIGA

KEEMPAT

3. Menciptakan birokrasi di KPU Kabupaten OKU vyang
profesional dengan berkarakteristik, berintegritas,
berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral,
dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik
aparatur negara;

4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem
manajemen  sumber daya manusia yang profesional di
lingkungan KPU Kabupaten OKU.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir
tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di  : Baturaja
Pada tanggal  : 7 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN.OGAN KOMERING ULU




